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WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 

 
PERATURAN  WALIKOTA  TIDORE  KEPULAUAN 

NOMOR 20 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

URAIAN  TUGAS  BADAN  KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA  TIDORE  KEPULAUAN 

 
WALIKOTA  TIDORE  KEPULAUAN, 

 
Menimbang : bahwa dalam rangka untuk  melaksanakan  ketentuan  

Pasal  11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 
tentang  Organisasi dan Tata  Kerja  Badan Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan  Kota  
Tidore  Kepulauan, maka di pandang perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas 
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan Kota Tidore  Kepulauan; 

 
Mengingat   : 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  3890) ; 
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, 
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten 
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur 
dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4264); 
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3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 

 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
 
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor Tahun 200 Nomor 
161, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5080); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang  Pedoman Pembinaan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,  dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
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9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737). 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741).    

 
Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor  
2  Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan Kota Tidore Kepulauan.   

  
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG  URAIAN  

TUGAS  BADAN KELUARGA BERENCANA DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA  TIDORE  
KEPULAUAN. 

 
 

 BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal   1 

 
Dalam Peraturan  Walikota  ini  yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan. 
 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan. 
 
5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah 

Badan  Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota 
Tidore Kepulauan. 
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6. Kepala Unsur  Pelaksana  adalah  Kepala Unsur  Pelaksana  Badan  
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 

 
7. Kepala  Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kota Tidore Kepulauan. 
 
8. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas tercantum 

dalam bagan struktur organisasi tetapi ditinjau dari sudut fungsinya 
jabatan itu harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah 
Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

 
 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

 
Pasal 2 

 
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Uraian Tugas Badan Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tidore Kepulauan, 
sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

 
Bagian Pertama  

 
Kedudukan 

 
Pasal 3 

 
(1) Badan  Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh  seorang  
Kepala  Badan  secara  ex-effio  dijabat  oleh  Sekretaris  Daerah  
yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota. 

 
(2) Unsur  Pelaksana  Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan  berada  dibawah  dan  bertanggung jawab  kepada  
Kepala  Badan. 

 
 
 
 



5 
HIMPUNAN BERITA DAERAH 

KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011 
http://jdih.tidorekota.go.id 

Bagian Kedua  
Tugas  

 
Pasal 4   

 
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai 
tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan desentralisasi di 
bidang  Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 

 
 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

 
Pasal   5 

 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan  
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan 
fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; 
c. Pembinaan, pengembangan, pencegahan serta pengawasan di bidang 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;  
 
 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

 
Pasal  6 

 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan  Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari : 
 
a. Kepala Badan. 

  
b. Sekretariat, membawahi : 

1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 
2) Sub Bagian Kepegawaian; 
3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

 
c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi : 

1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; 
2) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. 

 
d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahi : 
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1) Seksi Keluarga Berencana; 
2) Seksi Kesehatan Reproduksi ; 
 

e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi 
: 
1) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi; 
2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ; 
 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 7 

 
 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan 
Walikota. 

 
Pasal 8 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang  dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Tidore Kepulauan. 
 

 
                 Ditetapkan di Tidore      
                 pada tanggal   8 Agustus 2011                       
 

      WALIKOTA   TIDORE  KEPULAUAN, 
 
             T t d 
 
                ACHMAD MAHIFA 
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Diundangkan di Tidore   
pada tanggal  8 Agustus 2011                                 
  
Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KOTA TIDORE KEPULAUAN, 
 
        T t d 
 
 
KARTINI  ELAKE 
 
BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN 
TAHUN 2011  NOMOR 192.          

 
             
 
 
 
 
 
 
 


